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 A B S T R A C T  

Murabaha financing is one of the financing that is quite widely used in sharia 
transactions at USPPS KOPMA UNS. The purpose of this research is to find out the 
implementation of the murabahah contract at USPPS KOPMA UNS, the suitability of 
the application of the murabahah contract at USPPS KOPMA UNS, the importance of 
using the murabahah contract at USPPS KOPMA UNS, opportunities in developing 
murabahah products at USPPS KOPMA UNS, and challenges in developing 
murabahah products at USPPS KOPMA UNS. This research includes descriptive 
qualitative research with the type of field research and literature. The data sources used 
in this research are primary data obtained from the Sharia Savings and Loan and 
Financing Unit (USPPS) of the UNS Student Cooperative and secondary data obtained 
from literature studies. For data collection, researchers used observation, interview, and 
documentation techniques. The results of this study indicate that USPPS KOPMA 
UNS has implemented most of the provisions of the DSN MUI Fatwa No. 111/DSN-
MUI/IV/2000. There are challenges in financing murabahah products at USPPS 
KOPMA UNS, namely the risk of delinquent installments by customers which occurs 
when customers do not make payments according to the deadline set by USPPS 
KOPMA UNS. 

 A B S T R A K  

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang cukup banyak 
digunakan dalam transaksi syariah di USPPS KOPMA UNS. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah di USPPS KOPMA UNS, 
kesesuaian dari penerapan akad murabahah di USPPS KOPMA UNS, pentingnya 
penggunaan akad murabahah di USPPS KOPMA UNS, peluang dalam pengembangan 
produk murabahah di USPPS KOPMA UNS, serta tantangan dalam pengembangan 
produk murabahah di USPPS KOPMA UNS. Penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari Unit Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Mahasiswa UNS dan data sekunder 
yang diperoleh dari studi Pustaka. Untuk pengambilan data, peneliti menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa USPPS KOPMA UNS sudah menerapkan sebagian besar ketentuan dari Fatwa 
DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat tantangan dalam pembiayaan 
produk murabahah di USPPS KOPMA UNS yaitu risiko penunggakan angsuran oleh 
nasabah yang terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan 
tenggat waktu yang ditetapkan oleh USPPS KOPMA UNS. 
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1. PENDAHULUAN 

Ketika membahas perihal transaksi dari sudut 

pandang ekonomi, pastinya tidak terlepas dari 

peran lembaga keuangan dalam memajukan 

ekonomi masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan 

yang dimaksud adalah lembaga keuangan 

konvensional dan berbasis syariah, yang meliputi 

lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. 

Karena lembaga keuangan konvensional pada 

awalnya berdiri, maju, dan berkembang dalam 

kehidupan Masyarakat Indonesia, maka 

perkembangannya lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan perkembangan lembaga 

keuangan syariah. Namun, seiring dengan 

berjalannya waktu, Lembaga keuangan syariah di 

Indonesia mulai bermunculan dengan berbagai 

produk keuangan berbasis syariah yang akhirnya 

dikenal dan memberikan wajah baru bagi 

perekonomian (Andri, 2017). Pendirian berbagai 

lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai 

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991 

dan mulai berjalan pada tahun 1992, lalu disusul 

oleh lembaga keuangan syariah lainnya seperti 

Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal 

Syariah, Reksa Dana Syariah, Koperasi Syariah 

(BMT), dan lembaga keuangan Islam lainnya 

(Rasyid, 2018). 

Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(USPPS) merupakan satu diantara banyaknya 

lembaga keuangan syariah yang berada di bawah 

sistem koperasi. Menurut Permenkop UKM Nomor 

12 Tahun 2018, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (USPPS) merupakan unit usaha koperasi 

yang berjalan berdasarkan prinsip syariah dalam 

bidang simpan pinjam, pembiayaan, serta 

menangani zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai 

salah satu bagian dari aktivitas ekonomi koperasi. 

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(USPPS) memainkan peran penting dalam 

menawarkan layanan keuangan anggotanya, seperti 

simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai 

dengan syariah. Selain itu, USPPS berkontribusi 

pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) yang pada akhirnya membantu 

perekonomian masyarakat (Asmita, 2020). 

Dalam menjalankan operasinya, Unit Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) menjalankan 

beberapa kegiatan usaha yang berkaitan dengan 

keuangan. Kegiatan usaha ini diantaranya 

pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan kerjasama dengan sistem 

bagi hasil (musyarakah), pembiayaan jual beli 

dengan pembayaran saat jatuh tempo (murabahah), 

pembiayaan jual beli dengan sistem cicilan (ba’i), 

serta pinjaman tanpa pengembalian lebih lanjut dari 

biaya administrasi (qard al-hasan) (Pebruary, 

Edward, Fu’ad, Cokrohadisumarto, & Adhitama, 

2020). 

Begitu pula halnya dengan USPPS Koperasi 

Mahasiswa UNS yang merupakan koperasi dengan 

prinsip syariah. USPPS KOPMA UNS berfungsi 

sebagai fasilitator anggota koperasi (pemilik dana) 

untuk melakukan berbagai pembiayaan seperti 

modal usaha, investasi, jasa, dan konsumtif. Dalam 

menjalankan aktivitasnya, USPPS KOPMA UNS 

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada 

anggota yang membutuhkan. Terdapat beberapa 

produk pembiayaan pada USPPS KOPMA UNS 

salah satunya yaitu pembiayaan murabahah.  

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi 

jual beli di mana lembaga keuangan menentukan 

jumlah keuntungannya (Alvaro, Amanda, 

Prameswari, & Falikhatun, 2022). Sementara itu, 

menurut Melina (2020) murabahah adalah akad jual 

beli dimana nasabah berperan sebagai pembeli dan 

lembaga keuangan syariah berperan sebagai 

penjual. Kedua belah pihak dalam pembiayaan ini 

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. Akad murabahah cukup 

menguntungkan karena aplikasinya yang fleksibel 

untuk memfasilitasi struktur pembiayaan. Banyak 

nasabah lebih memilih pembiayaan murabahah 

untuk transaksi jual beli karena menawarkan 

berbagai keuntungan dibandingkan dengan 

pembiayaan bank. Salah satu keuntungan yang 

dirasakan nasabah adalah kesepakatan margin 

antara kedua belah pihak diputuskan sejak awal, 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan 

selama masa kontrak. 

Akad murabahah menjadi salah satu akad yang 

cukup banyak digunakan dalam sebuah transaksi. 

Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada 
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gambar 1, kegiatan unit usaha syariah untuk akad 

murabahah terus mengalami peningkatan selama 5 

tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah kegiatan 

unit usaha syariah untuk murabahah adalah Rp 

46.704.000.000.000 dan Rp 49.760.000.000.000 pada 

2022. Dari 2021 ke 2022 terdapat peningkatan sekitar 

6,5%. Adanya peningkatan dari tahun ke tahun ini 

seharusnya diikuti dengan pemahaman akad 

murabahah yang tepat sesuai dengan syariah. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kegiatan UUS (Murabahah) 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 

Pada USPPS KOPMA UNS, nilai pembiayaan 

yang dilaksanakan selama tahun 2023 hingga 

triwulan pertama mampu melewati capain tahun 

2022. Capain ini terus meningkat sejak tahun 2021 

dan dapat diindikasikan semakin banyak anggota 

yang berminat untuk melakukan pembiayaan 

syariah di USPPS KOPMA UNS.  

 

Gambar 2. Nilai Pembiayaan USPPS KOPMA UNS 

Sumber: Hasil Olah Data, 2023 

Capaian peningkatan nilai pembiayaan pada 

triwulan pertama tahun 2023 juga diikuti oleh 

capaian akad murabahah yang menjadi salah satu 

akad yang mengalami peningkatan pada triwulan 

pertama tahun 2023. Meskipun mengalami 

penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, pada tahun 

2023 hingga triwulan pertama, jumlah pengguna 

akad murabahah hampir menyamai capaian akad 

murabahah tahun 2022.  

 

Gambar 3. Data Pembiayaan USPPS KOPMA UNS 

Sumber: Hasil Olah Data, 2023 

Guna mengumpulkan informasi untuk 

penelitian ini, peneliti mewawancarai salah satu 

pihak dari USPPS KOPMA UNS yang juga seorang 

pengurus. 

Tabel 1. Data Informan 

Nama Informan Jabatan 

Kun Zamza Kepala Unit USPPS 
KOPMA UNS 

 

2. TINJAUAN TEORITIS 

Murabahah 

Murabahah adalah akad yang dilaksanakan 

dengan menggunakan instrumen jual beli dan 

menghasilkan keuntungan. Konsep murabahah 

digunakan ketika produk dibeli dan dijual dengan 

cicilan, kemudian memberikan margin keuntungan 

tambahan kepada bank.  

Berikut merupakan beberapa definisi tentang 

Akad Murabahah menurut UU No. 21 tahun 2008, 

menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

7/46/PBI/2005, dan menurut Fatwa No.   111/DSN-

MUI/IX/2017:  

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Akad murabahah adalah akad 

berupa pembiayaan suatu barang maupun jasa yang 

dilakukan dengan kesepakatan harga yang jelas 

antara pembeli dan penjual dimana dalam harga ini 

nanti terdapat keuntungan yang akan didapat 
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penjual sesuai kesepakatan. 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 

mengenai Akad Penghimpunan dan Penyaluran 

Dana bagi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah, murabahah adalah jual 

beli barang sebesar harga pokok barang ditambah 

margin keuntungan yang disepakati. 

Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang 

Akad Jual Beli Murabahah, murabahah adalah akad 

jual beli dimana ada kesepakatan harga yang 

ditegaskan antara penjual dan pembeli dimana 

terdapat keuntungan yang akan didapat penjual 

nanti. 

Pada umumnya, akad murabahah menekankan 

proses pembelian barang berdasarkan permintaan 

konsumen dan menjualnya kepada pelanggan 

dengan harga jual yang mewakili total semua biaya 

yang terkait dan keuntungan tambahan yang 

diinginkan. Oleh karena itu, wajib untuk 

menginformasikan pembeli tentang harga beli dan 

keuntungan tambahan yang diminta jika dikaitkan 

dengan bank. Alih-alih meminjamkan uang kepada 

konsumen untuk membeli komoditas tertentu 

dalam hal ini, bank berkewajiban untuk membeli 

komoditas yang telah dibeli nasabah dengan harga 

yang telah disepakati kedua belah pihak (Sakum & 

Fitri, 2021). 

Ketentuan umum Murabahah diatur dalam 

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang 

disebutkan bahwa bank membeli barang yang 

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan 

pembelian ini harus sah bebas riba. Setelah itu, bank 

menawarkan produk tersebut kepada konsumen 

(pelanggan) sebesar jumlah pembelian ditambah 

keuntungan. Hal ini memiliki arti bahwa bank wajib 

mengungkapkan secara jujur ke nasabah mengenai 

harga pokok suatu barang dan akad jual beli 

murabahah harus dilaksanakan setelah produk pada 

prinsipnya menjadi milik bank jika bank ingin 

mewakili nasabah untuk memperoleh barang dari 

pihak ketiga (https://dsnmui.or.id/).  

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian 

pustaka. Peneliti menggunakan data primer yang 

diperoleh dari Unit Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (USPPS) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 

UNS dan data sekunder yang diperoleh dari studi 

pustaka. USPPS KOPMA UNS sendiri terletak di 

dalam kampus pusat UNS. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Unit Simpan Pinjam Koperasi Mahasiswa UNS 

didirikan dengan prinsip syariah dan berupaya 

untuk mengajak warga sekitar khususnya 

mahasiswa UNS untuk mengamalkan muamalah 

sesuai dengan syariah. USPPS KOPMA UNS 

berdedikasi untuk mengurangi kebiasaan riba selain 

mencari keuntungan finansial dari operasional 

USPPS yang sedang berjalan. Selain menjadi wadah 

penghimpun dana anggotanya, USPPS KOPMA 

UNS memanifestasikan dana tersebut ke dalam 

produk pembiayaannya yaitu murabahah. 

Pembiayaan murabahah yang terdapat di USPPS 

KOPMA UNS sangat beragam yaitu seperti 

pembiayaan untuk keperluan modal usaha, 

investasi, jasa, dan konsumtif.  

“...Jumlah pembiayaan murabahah di USPPS 

KOPMA UNS di rentang Rp1.000.000 hingga 

Rp50.000.000…” (Kun Zamza). 

Akad murabahah yang dilaksanakan oleh USPPS 

KOPMA UNS mempunyai aturan dalam 

pelaksanaannya sehingga tidak bertentangan 

dengan syariat islam. Aturan yang menjadi USPPS 

KOPMA UNS bersumber dari fatwa DSN-MUI No. 

111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli 

Murabahah, yaitu barang yang ditransaksikan 

tergolong produk/jasa halal sesuai dengan syariat 

islam. 

“...untuk peraturan yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan akad murabahah di sini kita makai dari 

fatwa MUI, kita juga ada dewan pengawas 

syariahnya jadi engga bisa sembarangan soal 

peraturan yang dijadikan acuan…” (Kun Zamza). 

Dalam pelaksanaan murabahah, terdapat lima 

rukun yang perlu dipenuhi, yaitu penjual, pembeli, 

barang, harga jual, dan ijab qabul. Pembiayaan yang 

dilakukan USPPS KOPMA UNS disepakati dengan 
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pihak nasabah sekaligus menyepakati pembiayaan 

sebagian atau keseluruhan dari harga pokok 

pembelian. 

Kedua, USPPS KOPMA UNS melakukan 

transaksi pembelian barang/jasa yang dibutuhkan 

nasabah atas nama USPPS KOPMA UNS atau sesuai 

dengan kesepakatan awal yang harus sesuai dengan 

syariat islam.  

Ketiga, USPPS KOPMA UNS harus 

menyampaikan segala informasi terkait transaksi 

barang/jasa kepada nasabah dan tidak 

merahasiakan apapun terkait barang/jasa yang 

diperjual belikan. 

Keempat, USPPS KOPMA UNS menjualkan 

produk/jasa untuk nasabah dengan harga pokok 

penjualan sesuai nilai harga beli dari pemasok 

barang/jasa yang ditambahkan dengan rasio 

keuntungan yang diharapkan oleh USPPS KOPMA 

UNS.  

Kelima, USPPS KOPMA UNS melakukan ijab 

qabul dengan nasabah yang membeli barang/jasa 

dan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan 

transaksi murabahah. 

Sementara itu, syarat murabahah dari USPPS 

KOPMA UNS dibagi menjadi 4, yaitu syarat akad 

atau perjanjian antara penjual dan pembeli, barang 

yang akan ditransaksikan, syarat ijab qabul, serta 

syarat harga barang. Syarat penjual dan pembeli 

adalah harus saling bertransaksi secara sah hukum 

dan sukarela diantara keduanya serta tidak ada rasa 

keterpaksaaan antara keduanya. 

Persyaratan objek yang diperdagangkan oleh 

USPPS KOPMA UNS antara lain barang/jasa 

tersebut harus produk halal dan bukan barang yang 

dilarang oleh syariat dan negara. Barang yang dijual 

harus layak pakai dan bermanfaat, produk/barang 

harus sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang 

dikomunikasikan oleh penjual kepada pembeli dan 

apabila barang/produk tersebut adalah benda 

bergerak, barulah barang tersebut menjadi milik 

pembeli setelah dokumen-dokumen perjanjian akad 

selesai. Produk/barang yang diperjualbelikan juga 

memiliki kejelasan kualitas dan kuantitasnya, serta 

harga produk/barang harus jelas, tidak 

diperbolehkan untuk melebih-lebihkan harga. 

Syarat ijab qabul pada USPPS KOPMA UNS 

yang menjadi pihak dalam akad jual beli, 

penyerahan produk harus proporsional dengan 

harga yang disepakati dan tidak ada batasan waktu. 

Syarat akhir mengenai harga antara lain, harga jual 

merupakan harga beli barang/produk ditambah 

dengan rasio keuntungan yang diinginkan USPPS 

KOPMA UNS, harga jual harus tetap dan tidak 

diperbolehkan berubah selama waktu yang telah 

disepakati, serta cara pembayaran dan periode 

waktu harus disepakati antara USPPS KOPMA UNS 

dan nasabah. Untuk besaran keuntungan (margin), 

USPPS menetapkan rate keuntungan sebesar 18%-

24% per pembiayaan atau setara dengan 1,5%-2% 

tiap bulannya.  

Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan 

tidak diwajibkan untuk memberikan DP (uang 

muka) kepada USPPS KOPMA UNS. Akan tetapi, 

sistem DP tersebut dapat diberlakukan sesuai 

dengan kesepakatan/kemampuan dari anggota. DP 

akan dikembalikan kepada anggota jika mereka 

memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan. 

Selain itu, USPPS KOPMA UNS mewajibkan 

adanya jaminan untuk pembiayaan murabahah-nya. 

Jaminan tersebut dapat berupa STNK, BPKB 

kendaraan, maupun sertifikat tanah/rumah. 

Jaminan digunakan apabila terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, seperti ketidakmampuan anggota 

melakukan pembayaran. Jaminan yang diberikan 

tentunya memiliki nilai yang lebih besar dari 

pembiayaan agar mampu menutupi pembiayaan 

yang ada.  

PEMBAHASAN 

Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di 

USPPS KOPMA UNS 

Salah satu akad yang digunakan dalam produk 

pembiayaan di USPPS KOPMA UNS adalah akad 

murabahah. Pembiayaan murabahah diterapkan 

sebagai tanggapan atas permintaan anggota untuk 

penyediaan opsi pembiayaan yang memungkinkan 

anggota KOPMA UNS untuk membeli barang 

secara mencicil. Pembiayaan produk murabahah ini 

menarik karena tenornya bisa disesuaikan dengan 

jumlah pembiayaan, mencegah praktik ribawi, dan 

mempermudah prosedur pengajuan pembiayaan 

murabahah. Oleh karena itu, USPPS KOPMA UNS 

menerapkan produk ini agar anggotanya dapat 



Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa  P-ISSN: 2528-0244 
Vol. 08 No. 02 Oktober 2023  E-ISSN: 2745-7621 

Jespb 2023 | 279  

 

memenuhi kebutuhannya secara syariah dan dapat 

terhindar dari praktik riba. 

Syarat pembiayaan di USPPS KOPMA UNS, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Menjadi anggota KOPMA UNS 

2) Mengisi aplikasi formulir pengajuan 

pembiayaan 

3) Melengkapi persyaratan berikut: 

● Fotokopi KTP 

● Fotokopi KTP orang 

tua/suami/istri/penjamin 

● Fotokopi kartu keluarga 

● Fotokopi jaminan (BPKB 

mobil/motor/sertifikat tanah) 

4) Survey ke tempat usaha dan tempat tinggal 

Implementasi pembiayaan murabahah di USPPS 

KOPMA UNS, yaitu sebagai berikut: 

1) Menjadi anggota KOPMA UNS 

USPPS KOPMA UNS adalah salah satu 

unit usaha dari koperasi mahasiswa UNS 

yang berguna sebagai perantara antara 

pemilik dana (anggota) dan pengguna dana 

(anggota) sehingga harus mendaftar anggota 

terlebih dahulu. 

2) Melakukan pengisian aplikasi formulir 

pengajuan pembiayaan 

Anggota yang mengajukan pembiayaan 

murabahah wajib mengisi lembar formulir agar 

karyawan dari USPPS KOPMA UNS dapat 

mengetahui data pembiayaan, data 

permohonan, dan data pendapatan anggota 

yang mengajukan pembiayaan tersebut. 

Anggota yang menginginkan bantuan 

keuangan akan mencantumkan produk yang 

mereka inginkan, berapa banyak barang yang 

mereka butuhkan, jangka waktu pembiayaan, 

dan kemampuan mereka untuk membayar 

pada formulir ini. 

3) Melengkapi persyaratan 

Setelah mengisi formulir, anggota wajib 

menunjukkan dokumen persyaratan yang 

dibutuhkan oleh USPPS KOPMA UNS seperti 

Fotokopi KTP, Fotokopi KTP orang 

tua/suami/istri/penjamin, Fotokopi kartu 

keluarga, serta Fotokopi jaminan berupa 

BPKB mobil/motor/sertifikat tanah sebagai 

bukti bahwa anggota memiliki aset yang 

bernilai lebih dari pembiayaan dan dapat 

digunakan sebagai jaminan jika anggota tidak 

dapat melakukan pembayaran secara tepat 

waktu maupun risiko gagal bayar. Untuk 

jaminan BPKB, cicilan yang dapat diajukan 

maksimal 2 tahun dan untuk jaminan 

sertifikat rumah/tanah, cicilan yang yang 

dapat diajukan maksimal 3 tahun. Namun, hal 

ini kembali lagi kepada akadnya. 

4) Survey ke tempat usaha dan tempat tinggal 

Untuk memverifikasi keakuratan 

informasi dan kelayakan anggota, pihak 

USPPS KOPMA UNS secara pribadi akan 

mengunjungi/survei rumah atau tempat 

usaha anggota dan menanyakan tentang 

kepribadian anggota. Untuk pembiayaan 

modal usaha, USPPS hanya dapat 

memberikan dana kepada anggota yang 

sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan 

minimal selama 1 tahun. 

5) Pihak USPPS menganalisis pengajuan 

pembiayaan murabahah 

Formulir permohonan, berkas 

persyaratan dan jaminan anggota akan 

diperiksa oleh pihak USPPS KOPMA UNS 

beserta berkas utama dan berkas pelengkap 

yang diserahkan. Informasi penting dari file 

aplikasi pembiayaan murabahah, seperti data 

pendapatan dan kemampuan membayar, 

dapat ditinjau oleh karyawan USPPS untuk 

menentukan besaran yang sesuai dengan 

kemampuan anggota setelah perhitungan 

dilakukan. Selain itu, syarat utama untuk 

pembiayaan usaha atau umkm di USPPS 

KOPMA UNS yaitu usaha harus halal dan 

bukan berbentuk multi level marketing.  

6) Hasil keputusan pengajuan pembiayaan 

murabahah 

Jika keputusan pengajuan disetujui, 

USPPS KOPMA UNS akan melakukan 

pembelian barang yang dibutuhkan anggota 

atau memberikan pinjaman dana berupa uang 

tunai, dengan persetujuan kedua belah pihak. 

Ketika USPPS KOPMA UNS sudah memiliki 

produknya, USPPS dan anggotanya 

melakukan akad murabahah, di mana barang 
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tersebut menjadi hak milik anggota. Ketika 

melakukan akad murabahah, pihak dari USPPS 

memaparkan surat kesepakatan yang berisi 

nilai jual akad murabahah, tingkat margin 

(keuntungan), jumlah cicilan dan jatuh tempo, 

serta rincian lainnya saat itu. Kemudian, 

anggota berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran bulanan sesuai dengan 

perjanjian. 

Prosedur ini sesuai dengan pernyataan 

informan yaitu: 

“... pertama menjadi anggota dulu dengan 

membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan 

syarat administrasi lainnya. Lalu formulir buat 

pembiayaannya diisi dan berkas pengajuannya 

dilengkapi dulu seperti fotokopi KTP, fotokopi 

kartu keluarga, dan fotokopi jaminan. Kenapa 

menggunakan jaminan, karena dengan jaminan saja 

si peminjam bisa kabur, apalagi yang tidak 

menggunakan jaminan…” (Kun Zamza). 

“... kemudian kita melakukan survei ke tempat 

usaha anggota. Usahanya minimal harus berjalan 1 

tahun. Surveinya ini harus selektif karena kita 

menggunakan uang anggota. …” (Kun Zamza). 

“... jenis usahanya kemudian harus jelas dan 

halal. Karena ada beberapa usaha setelah di survey 

ternyata jualannya tidak halal sehingga tidak kita 

acc. Kemudian ada yang saya hindari usahanya 

yaitu multi level marketing, karena risikonya terlalu 

besar dan sistem syariah itu ketika mengandung 

hal-hal yang gharar, tidak pasti, dan disembunyikan 

maka itu tidak boleh…” (Kun Zamza). 

“... jadi, kenapa perlu survey, karena kita perlu 

cek fakta. Hasil dari survey itu kemudian kita 

diskusikan dan kita buat analisis. Kalo memang 

layak ya kita acc, kemudian dijadwalkan kapan. 

Kalo tidak ya kita sampaikan tanpa memberi alasan 

yang sebenarnya. Lalu, hari H pencairan anggota 

membawa jaminan asli dan tanda tangan kwitansi, 

akad, dan serah terima. Lalu kita jelaskan akadnya 

seperti apa, risikonya, tanggal angsurannya, metode 

pembayarannya dan lain sebagainya…” (Kun 

Zamza). 

 

 

 

Prosedur pembiayaan murabahah dapat 

diilustrasikan dalam flowchart berikut: 

 

 

Gambar 4. Flowchart Prosedur Pembiayaan 

Murabahah di USPPS KOPMA UNS 

Sumber: Hasil Olah Data, 2023 

Kesesuaian Pelaksanaan Akad Murabahah di 

USPPS KOPMA UNS Dengan Hukum yang Ada 

Berikut implementasi pembiayaan akad 

Murabahah yang kami dapatkan dari informan 

mengenai prosedur pembiayaan yang 

dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI No. 

111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli 

Murabahah. 
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Tabel 2. Perbandingan Implementasi Akad 
Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Koperasi Mahasiswa UNS dengan Fatwa 
MUI. 

Fatwa DSN-MUI No 
111/DSN-

MUI/IX/2017 

USPPS 
Kopma 

UNS 

Keterangan 

Ketent

uan 

terkait 

Huku

m dan 

Bentuk 

Murab

ahah 

Pada akad 
jual beli 
murabaha 
dapat 
dilakukan 
dan boleh 
dilakukan 
dalam 
bentuk bai’ 
al’ 
murabaha 
al-’adiyyah 
maupun 
bai’ al-
murabaha 
li al-amir bi 
al-syira’ 

  

Dalam 
implem
entasin
ya, 
pembel
i diberi 
kebebas
an 
mengen
ai 
mencari 
sendiri 
barang 
yang 
dibutuh
kan 
atau 
dicarik
an oleh 
pihak 
USPPS. 
Apabila 
pembel
i 
mencari 
sendiri, 
nantiny
a harus 
menyer
ahkan 
bukti 
pembel
ian 
kepada 
pihak 
USPPS. 
Apabila 
barang 
yang 
dibutuh
kan 
dicairk
an oleh 
pihak 

Sesuai 

USPPS 
nantiny
a akan 
dilakuk
an 
kesepa
katan 
terlebih 
dahulu. 

Ketent
uan 
terkait 
Shigha
t al-
'Aqd 

Harus 
dinyatakan 
secara jelas 
dan tegas 
serta dapat 
dipahami 
dan 
dimengerti 
baik oleh 
penjual 
maupun 
pembeli. 

  

Sebelu
m 
melaku
kan 
pembia
yaan, 
nasaba
h 
terlebih 
dahulu 
mendaf
tar dan 
meleng
kapi 
beberap
a 
persyar
atan 
sebelu
m 
melaku
kan 
pembia
yaan. 
Pada 
situasi 
ini, 
pihak 
penjual 
dan 
pembel
i saling 
bertuka
r 
informa
si 
terkait 
prosed

Sesuai 
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ur yang 
nantiny
a akan 
dijalank
an. 

Dalam 
implemen
tasinya, 
akad ini 
boleh 
dilakukan 
secara 
lisan, 
tertulis, 
dna 
melalui 
perbuatan 
atau 
tindakan. 
dapat 
pula 
dilaksana
kan 
melalui 
elektronik 
sesuai 
aturan 
syariah 
dan 
peraturan 
perundan
g-
undangan 
yang 
berlaku. 

Akad 
jual beli 
dilakuk
an 
secara 
tertulis 
dengan 
mengisi 
formuli
r dan 
membe
rikan 
dokum
en 
penduk
ung 
untuk 
mengaj
ukan 
pembia
yaan. 

Sesuai 

Harus 
terdapat 
informasi 
mengenai 
harga 
perolehan, 
keuntung
an, dan 
harga jual 
untuk 
akad 
dengan 
perjanjian 
secara 
tertulis. 

Sebelu
m 
melaku
kan 
pembia
yaan, 
pihak 
penjual 
sudah 
menya
mpaika
n 
informa
si 
terkait 
harga 
pembia
yaan, 
margin, 
dan 
lain-
lain 
yang 
harus 
dibayar
. dalam 
formuli
r juga 
tercant
um 
rincian-
rincian 
biaya 
tersebu
t 
diduku
ng 
dengan 
kuitansi
. 

Sesuai 
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Ketent
uan 
terkait 
Para 
Pihak 

Jual beli 
mengguna
kan akad 
murabaha 
dilakukan 
perseoran
gan atau 
yang 
dipersama
kan 
dengan 
orang. 
Dalam hal 
ini yang 
sudah 
berbadan 
hukum 
ataupun 
tidak 
berbadan 
hukum 
sesuai 
peraturan 
yang 
berlaku. 

  

Untuk 
saat ini 
pembia
yaan 
dilakuk
an 
secara 
perseor
angan 
baik 
anggota 
dari 
luar 
univers
itas 
maupu
n 
mahasi
swa di 
lingkup 
univers
itas. 

Sesuai 

Cakap 
hukum 
merupaka
n 
ketentuan 
utama 
yang 
harus 
dipenuhi 
penjual 
dan 
pembeli 
dalam 
melaksana
kan akad 
ini sesuai 
peraturan 
perundan
g-
undangan 
yang 
berlaku. 

Sebelu
m 
melaku
kan 
pembia
yaan, 
anggota 
harus 
terlebih 
dahulu 
memen
uhi 
persyar
atan 
yang 
ada 
dimana 
hal ini 
juga 
menjad
i 
kualifik
asi 
bahwa 
anggota 

Sesuai 

dirasa 
mampu 
dan 
paham 
akan 
hukum 
dan 
aturan 
yang 
berlaku
. 

Dalam hal 
ini penjual 
harus 
memiliki 
kewenang
an 
wilayah 
baik yang 
bersifat 
ashliyyah 
maupun 
kewenang
an yang 
bersifat 
niyabiyyah. 

Dalam 
melaku
kan 
akad, 
nasaba
h 
terlebih 
dahulu 
menyet
or 
jaminan 
dan 
kwitans
i 
pembel
ian 
yang 
secara 
sah 
merupa
kan hak 
milik. 

Sesuai 

Ketent
uan 
terkait 
Mutsm
an/Ma
bi' 

Barang 
atau hak 
yang 
nantinya 
dijual 
boleh 
berupa 
barang 
atau hak 
yang 
dimiliki 
penjual 
secara 
penuh. 

  

Dalam 
implem
entasin
ya, 
terkait 
hak 
milik 
sudah 
disepak
ati di 
awal. 
Biasany
a 
barang 
yang 
diakad
kan 

Kurang 
Sesuai 
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(contoh 
motor) 
sudah 
langsun
g atas 
nama 
hak 
milik 
anggota 
bukan 
atas 
nama 
USPPS. 

Barang 
atau hak 
yang 
nantinya 
dijual 
boleh 
dimanfaat
kan 
menurut 
syariah 
dan boleh 

diperjualb
elikan 
menurut 
syariah 
dan 
peraturan 
perundan
g- 

undangan 
yang 
berlaku. 

Syarat 
untuk 
objek 
yang 
diperju
albelika
n 
adalah 
produk 
barang
/jasa 
harus 
halal 
dan 
tidak 
menga
ndung 
apapun 
yang 
dilaran
g oleh 
syariat 
dan 
negara. 
Barang 
yang 
diperju
al 
belikan 
diharus
kan 
berman
faat, 
produk
/baran
g harus 
sesuai 
spesifik

Sesuai 

asi dan 
kualifik
asi. 

Barang 
atau jasa 
yang 
diperjualb
elikan  
harus 
memiliki 
wujud 
yang  j 
elas/pasti
/tertentu, 
dan dapat 
diserah- 

terimakan 
pada saat 
akad ini 

dilakukan 

  

Setelah 
pembia
yaan 
disetuju
i, 
barang 
akan 
diserah
kan. 

Sesuai 

Dalam hal 
mabi' 
berupa 
hak, 
berlaku 
ketentuan 
dan 
batasan 

sebagaima
na 
ditentuka
n dalam 
Fatwa 
MUI 
nomor 
I/MUNA

Barang 
yang 
bersang
kutan 
tetap 
dijaga 
Hak 
Kekaya
an 
Intelekt
ualnya 
seperti 
contoh
nya 
Handp
hone 
merk 

Sesuai 
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S 

VII/2005 
tentang 
Perlindun
gan Hak 
Kekayaan 
Intelektua
l dan 

peraturan 
perundan
g-
undangan 
yang 
berlaku. 

Samsun
g akan 
dijaga 
tanpa 
pelangg
aran 
hak 
kekaya
an 
intelekt
ual 
merek 
itu. 

Ketent
uan 
terkait 
Ra's 
Mal 
al-
Murab
ahah 

Harga 
pokok 
dari suatu 
barang 
harus 
diketahui 
oleh 
penjual 
dan 

pembeli. 

Harga 
pokok 
diketah
ui pada 
saat 
awal 
dilaksa
nakann
ya 
pembia
yaan. 

Sesuai 

Dalam 
melaksana
kan akad 
ini, 
penjual 
tidka 
boleh 
melakuka
n 
tindakan 
curang.  

Adanya 
jaminan
, bukti 
pembel
ian, 
maupu
n 
dokum
en lain 
yang 
menjad
i bukti 
agar 
penjual 
dan 
pembel
i saling 
percaya 

Sesuai 

Ketent
uan 
terkait 
Tsama
n 

dalam 
akad ini, 
harga 
yang 
ditentuka
n harus 
dinyataka
n secara 
pasti, baik 
ditentuka
n 

melalui 
tawar 
menawar, 
lelang, 
maupun 
tender. 

Seperti 
yang 
sudah 
dijelask
an 
sebelu
mnya 
bahwa 
harga 
barang 
nantiny
a akan 
jelas 
setelah 
adanya 
kesepa
katan 
antara 
penjual 
dan 
pembel
i. 

Sesuai 

Pembayar
an dalam 
jual beli 
akad 
murabahah 
disini 
boleh 
dilakukan
secara 
tunai, 
tangguh, 
bertahap 
atau cicil, 
dan dalam 
kondisi 
tertentu 
boleh 
dengan 
cara 
perjumpa
an utang 
(bai' al-
muqashsha
h) sesuai 
dengan 
kesepakat
an 

Pemba
yaran 
yang 
dilakuk
an bisa 
secara 
tunai 
maupu
n 
dengan 
cicilan 
tiap 
bulan 
dalam 
jangka 
satu 
tahun 
atau 
sesuai 
dengan 
kesepa
katan. 

Sesuai 
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Ketent
uan 
terkait 
Produ
k dan 
Kegiat
an 

Murabaha
h  yang 
direalisas
ikan 
dalam 
pembiay
aan (al-
tamwil bi 
al-
murabaha
h), baik 
al- 
murabaha
h li al-
amir bi al- 
syira' 
ataupun 
al- 
murabaha
h al-
'adiyah, 
berlaku  
ketentua
n 
(dhawabit
h) dan 
batasan 
(hudud) 
murabaha
h 
sebagaim
ana 
terdapat 
dalam 
fatwa 
DSN-
MUI 
Nomor 
04/DSN- 
MUI/IV
/2000 
tentang 
Murabaha

h. 

Pembiay
aan di 
Unit 
Simpan 
Pinjam 
ini 
dilaksan
akan 
atas 
dasar 
kesepak
atan 
bersama
. Dan 
sebelum 
melakuk
an 
pembiay
aan, 
anggota 
harus 
terlebih 
dahulu 
memenu
hi syarat 
administ
rasi dan 
dilakuka
n 
pengece
kan 
terlebih 
dahulu 
oleh 
pihak 
USPPS 
dengan 
tujuan 
akad 
yang 
dijalank
an nanti 
sesuai 
dengan 
syariat 
dan 
aturan 
yang 
berlaku. 
Hal ini 
juga 
sebagai 
sarana 

Sesuai pembeli 
dan 
penjual 
untuk 
saling 
percaya 
dan 
paham 
betul 
mengen
ai 
pelaksan
aan 
akad ini. 

Ketent
uan 
Penut
up 

Apabila 
terjadi 
pelangga
ran 
kewajiba
n dari 
masing 
pihak 
dan 
mengaki
batkan 
perselisi
han, 
maka 
proses 
penyeles
aian 
dapat 
dilaksan
akan 
dengan 
mengun
dang 
pihak 
ketiga 
sebagai 
penenga
h. 
Dilaksan
akan 
sesuai 
dengan 
peratura
n 

Apabila 
dalam 
keberjal
anan 
salah 
satu 
pihak 
ada 
yang 
melang
gar 
maka 
akan 
dilakuk
an 
konfir
masi 
terlebih 
dahulu 
yang 
kemudi
an 
petugas 
akan 
memeri
ksa 
kondisi 
pihak 
yang 
bermas
alah. 
Pada 
akhirny
a 

Sesuai 
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perunda
ngan 
syariah 
untuk 
mencapa
i 

mufakat. 

dilaksa
nakan 
musya
warah 
guna 
menda
patkan 
solusi. 

 

Berdasarkan hasil perbandingan mengenai 

implementasi akad murabahah pada Unit Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi Mahasiswa 

UNS dengan Fatwa MUI pada tabel diatas, terdapat 

17 poin dimana 16 poin dinyatakan sesuai dan satu 

poin dinyatakan kurang sesuai.  

Implementasi akad Murabahah USPPS Kopma 

UNS yang sesuai dengan fatwa secara garis besar 

terdapat pada jenis barang yang halal dan sesuai 

syariat, pembiayaan dapat sebagian maupun secara 

keseluruhan dari harga pokok, pembeli dan penjual 

merupakan pihak yang saling paham dengan 

hukum, selama kegiatan akad berlangsung pihak 

pembeli dan penjual harus saling percaya, 

mengetahui, dan paham terkait informasi maupun 

prosedur pelaksanaan akad serta perjanjian atas 

barang jaminan. Selain itu, prosedur apabila terjadi 

pelanggaran hingga solusi yang nantinya akan 

disepakati juga sudah diperhatikan. 

Implementasi akad Murabahah USPPS Kopma 

UNS yang kurang sesuai dengan fatwa yakni 

Mutsman/Mabi' boleh dalam bentuk barang 

dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual 

secara penuh (milk al-tam). Dalam hal ini, 

kepemilikan barang yang semestinya adalah atas 

nama lembaga secara penuh yakni USPPS. Dalam 

implementasinya pembelian barang yang 

bersangkutan sudah langsung atas nama anggota. 

Namun, mengenai pernyataan informan terkait hak 

milik suatu barang ini sudah disepakati di awal 

sebelum terjadinya akad. Kesepakatan bisa berupa 

hak milik berada di USPPS atau sudah langsung 

milik anggota. Memang kesepakatan yang sering 

digunakan adalah hak milik barang sudah langsung 

atas nama anggota. Meski begitu, di awal perjanjian 

anggota sudah menyerahkan jaminan terlebih dulu 

sehingga hak milik barang bisa langsung atas nama 

anggota. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa 

hak milik secara utuh atas nama USPPS, semua itu 

sesuai dengan kesepakatan awal.  

Pentingnya Penggunaan Akad Murabahah Untuk 

Memenuhi Kebutuhan Nasabah USPPS KOPMA 

UNS 

Murabahah merupakan akad yang bermanfaat 

untuk pemenuhan pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan 

lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif, 

murabahah adalah akad yang bisa digunakan untuk 

pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi 

maupun modal kerja usaha. 

Akad murabahah dirasa akan memudahkan 

mahasiswa dalam memenuhi pembiayaan 

kebutuhan mereka. Kebanyakan mahasiswa 

memperoleh biaya hidup dari orang tua. Ada juga 

mahasiswa yang sudah berpenghasilan namun 

belum memperoleh gaji tetap. Sehingga adanya 

murabahah ini akan mempermudah mahasiswa 

ketika sedang membutuhkan dana untuk 

pemenuhan pembiayaannya. 

Adanya bai angsuran akan memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan pelunasan. Sistem 

angsuran mempermudah mahasiswa untuk 

mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan 

sembari membayar cicilan secara bertahap. Sistem 

angsuran ini memungkinkan mahasiswa 

menyeimbangkan pendapatan dengan pemenuhan 

kebutuhan dalam satu waktu. 

Penggunaan bai angsuran sesuai dengan yang 

disampaikan oleh informan yaitu: 

“... kita menjaga cashflow jadi kita ambil yang 

pakai sistem angsuran karena anggota kita sendiri 

kan tidak hanya satu dua yang pinjam nanti kan bisa 

dimanfaatkan untuk anggota yang lain. Jadi pakai 

nya bai dengan angsuran bukan dengan tangguh 

…” (Kun Zamza). 
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Peluang Dalam Pengembangan Produk 

Pembiayaan Murabahah di USPPS KOPMA UNS 

Posisi menguntungkan dalam perusahaan 

adalah peluang itu sendiri. Terdapat beberapa 

peluang yang dapat menguntungkan USPPS 

KOPMA UNS. Peluang tersebut diantaranya 

segmen pasar yang relatif luas sebab tidak hanya 

kalangan mahasiswa saja yang dapat mengajukan 

pembiayaan di USPPS KOPMA UNS akan tetapi 

semua kalangan masyarakat dapat melakukannya. 

Kemudian, untuk besaran pembiayaan murabahah 

yang ditawarkan oleh USPPS KOPMA UNS relatif 

kecil sehingga masih bisa dijangkau mahasiswa 

yang hendak mengajukan pembiayaan murabahah. 

Selain itu, USPPS KOPMA UNS sangat membantu 

mahasiswa UNS dan masyarakat sekitar apabila 

ingin membeli barang yang diinginkan atau 

membutuhkan modal usaha namun tidak memiliki 

dana karena pembiayaan murabahah di USPPS 

KOPMA UNS memiliki proses yang lumayan 

mudah dilakukan dan juga sudah sesuai dengan 

prinsip syariah.  

Untuk lokasi dari USPPS KOPMA UNS sendiri 

sudah sangat menguntungkan sebab berada tepat di 

dalam kampus Universitas Sebelas Maret sehingga 

dapat dengan mudah dijangkau oleh mahasiswa.  

Tantangan Dalam Pengembangan Produk 

Pembiayaan Murabahah di USPPS KOPMA UNS 

Dalam implementasi akad murabahah di USPPS 

KOPMA UNS, salah satu tantangan yang dihadapi 

adalah resiko penunggakan angsuran nasabah 

terhadap USPPS KOPMA UNS. Risiko ini terjadi 

ketika nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai 

dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh USPPS 

KOPMA UNS dan akhirnya terjadi penunggakan 

angsuran. Kasus ini seringkali terjadi karena kondisi 

nasabah yang mengalami krisis ekonomi sehingga 

terjadi penunggakan angsuran. Risiko penunggakan 

ini biasa dihitung dengan rasio Non performing loan 

(NPL) yang merupakan pinjaman dengan angsuran 

diragukan, kurang tepat waktu, dan tersendat. 

Perhitungan NPL pada USPPS KOPMA UNS 

sendiri tidak berdasarkan jenis pembiayaan tetapi 

berdasarkan klasifikasi umum seluruh pembiayaan 

yang dibiayai oleh USPPS KOPMA UNS. 

Penjelasan tantangan ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh informan yaitu: 

“...untuk kasus nasabah yang tidak pernah 

mengangsur sama sekali itu tidak ada, adanya kasus 

menunggak angsuran, jadi nasabah tidak 

mengangsur selama beberapa bulan, kemudian 

diangsur pada bulan lain. penyelesaiannya biasanya 

nasabah diberi perpanjangan waktu untuk 

mengangsur dengan besaran margin tetap sama, 

tetapi kalau nasabah memang sudah tidak mampu 

memberikan margin/bagi hasil yang sama bisa 

kami berikan keringanan. Kemudian untuk 

perhitungan NPL itu nilai dari rasionya enggak bisa 

kami sebutkan ke pihak luar ya mbak, kecuali 

kepada dinas…” (Kun Zamza). 

Untuk mengurangi risiko penunggakan 

angsuran tersebut, USPPS KOPMA UNS membuat 

rancangan tindakan preventif maupun represif 

dalam menangani risiko penunggakan ini. 

1) Preventif 

● Jaminan dalam akad merupakan objek 

yang memiliki nilai dan dapat diuangkan 

sehingga ketika nasabah mengalami 

penunggakan pembayaran maka USPPS 

KOPMA UNS mampu mengurangi 

dampak kerugian dari penunggakan 

● Membuat kesepakatan tenggat 

pembayaran angsuran saat akad 

● Mengingatkan melalui pesan Whatsapp 

ketika mendekati tenggat waktu 

pembayaran 

● Memberikan opsi ketika melakukan 

pembayaran angsuran, dapat melalui 

transfer bank, jemput bola ke nasabah, 

ataupun melakukan pembayaran secara 

langsung ke USPPS KOPMA UNS. 

2) Represif 

● Menyampaikan surat peringatan ke-1 

hingga ke-3 kepada nasabah apabila 

terlambat melakukan pembayaran pada 

tenggat waktu pembayaran 

● Apabila hingga surat peringatan ke-3 

nasabah belum memberikan keterangan 

kepada USPPS KOPMA UNS, maka 

dilakukan kunjungan langsung ke 

nasabah 

● Melakukan tabayyun kepada nasabah 



Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa  P-ISSN: 2528-0244 
Vol. 08 No. 02 Oktober 2023  E-ISSN: 2745-7621 

Jespb 2023 | 289  

 

● Membantu nasabah menemukan solusi 

pembayaran dan membuat perjanjian 

ulang dengan nasabah. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan 

suatu barang dengan cara menegaskan harga 

pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh 

penjual kepada pembeli. Akad murabahah menjadi 

salah satu jenis akad pembiayaan yang cukup 

banyak digunakan. Salah satu lembaga keuangan 

yang menggunakan akad murabahah dalam 

pembiayaannya adalah Unit Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret. 

Pembiayaan murabahah diterapkan sebagai 

tanggapan atas permintaan anggota untuk 

penyediaan opsi pembiayaan yang memungkinkan 

anggota KOPMA UNS untuk membeli barang 

secara mencicil. Koperasi menetapkan beberapa 

syarat dalam akad ini diantaranya adalah menjadi 

anggota KOPMA UNS, mengisi aplikasi formulir 

pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan, 

dan survey ke tempat usaha dan tempat tinggal. 

Secara umum implementasi akad murabahah 

pada USPPS Koperasi Mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret ini sudah sesuai dengan hukum yang 

ada. Beberapa implementasi akad murabahah yang 

sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 

111/DSN-MUI/IX/2017 yaitu ketentuan terkait 

Hukum dan Bentuk Murabahah, ketentuan terkait 

Shighat al-'Aqd, ketentuan terkait para pihak, 

ketentuan terkait Ra's Mal al-Murabahah, ketentuan 

terkait Tsaman, ketentuan terkait Produk dan 

Kegiatan, dan ketentuan penutup. Untuk ketentuan 

terkait Mutsman/Mabi', beberapa hal sudah sesuai 

dengan fatwa. Akan tetapi, terdapat satu hal yang 

masih kurang sesuai fatwa yaitu terkait 

Mutsman/Mabi' boleh dalam bentuk barang 

dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual 

secara penuh (milk al-tam). 

Akad murabahah ini penting bagi anggota 

Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

karena memudahkan mahasiswa dalam memenuhi 

pembiayaan kebutuhan mereka melalui ba’i 

angsuran. Beberapa peluang pengembangan akad 

murabahah pada USPPS yaitu segmen pasar yang 

relatif luas, lokasi yang strategis, dan pembiayaan 

yang relatif kecil sehingga memudahkan anggota 

dalam mengajukan pembiayaan dan melakukan 

pelunasan. Namun, di samping itu terdapat satu 

tantangan yang dihadapi USPPS KOPMA UNS 

yaitu risiko penunggakan angsuran nasabah 

terhadap. Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak 

melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat 

waktu yang ditetapkan oleh USPPS KOPMA UNS. 

Untuk mengurangi risiko tersebut, USPPS KOPMA 

UNS membuat rancangan tindakan preventif 

maupun represif. 
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